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1.1 Latar Belakang Masalah
Kehadran duna bsns perhotelan dar 
PT Dmas Andalan Bal selanjutnya dsebut 
(PT. DAB) sebaga perusahaan pengelola 
Bal Kuta Resden selanjutnya dsebut BKR, 
dalam kegatan usahanya yang baru dalam 
proses pembangunan,  tdak sertamerta 
memperoleh suatu keuntungan seua 
dengan tujuan perusahaan. Pada dasarnya 
kegatan perusahaan pada umumnya 
djalankan dengan tujuan untuk memperoleh 
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The insolvent Debtor (PT Dwimas Andalan Bali) filed for insolvency by the Creditors 
(PT. Karsa Industama Mandiri) did not use his rights to submit a Delay for Debt Payment 
Obligations (DDPO) due to creditors have been in default and there has been an allegation 
of fraud in the insolvency proceedings becomes a phenomenon in the world of tourism 
business in Indonesia. In fact that the Debtor filed for insolvency has executed reconciliation 
with the other creditors, however there was no reconciliation with PT. Karsa Industama 
Mandiri. Therefore, the debtor has lost his opportunity to prevent insolvency through the 
Agency of Delay for Debt Payment Obligations (DDPO). Thus, the problems of this thesis 
are: what are the efforts of DDPO in insolvency mechanism? And how is the legal protection 
for debtor in insolvency proceedings.
This research applied normative legal research method with the historical approach, 
legislative approach, and conceptual approach. Furthermore, the source of primary legal 
materials and secondary legal materials were analyzed through the measures of description, 
interpretation, systematization, evaluation and argumentation. 
The results of the research showed that the debtor (PT Dwimas Andalan Bali) as the 
Respondent of Insolvency has filed rebuttal that the Applicant of Insolvency has committed 
defaults by applying the doctrine of excptio non adimpleti cordractus and the Applicant of 
Insolvency (PT Industama Karsa Mandiri) was alleged of committing frauds and forgery. 
Therefore the insolvent debtor who should filed for insolvency to DDPO did not execute 
it, instead he executed reconciliation with the other creditors unless the Applicant of 
Insolvency. In this case, the DDPO Agency was not meaningful to the debtor and the Debtor 
of Insolvency reported the Applicant of Insolvency to the Regional Police of Bali. Related to 
the legal protection of debtor under the Law of Insolvency and DDPO No. 37 of 2004, there 
has been no principle reflected to provide equal protection for all relevant parties concerned 
against one’s or company’s insolvency.
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keuntungan yang maksmal sesua dengan 
pertumbuhan perusahaan dalam jangka 
panjang. Namun PT DAB dmohonkan 
palt oleh PT Karsa Industama Mandr (PT. 
KIM) ke pengadlan naga Surabaya dan 
mengabulkan permohonan pemohon Palt 
untuk seluruhnya.1
Dalam poses perkara Kepaltan   yang 
dajukan  ke pengadlan dapat dlawan 
atau dtangks yang lazm dsebut dengan 
ekseps. Kesempatan menangks tu 
dberkan setelah gugatan atau permohonan 
kepaltan dbacakan  d persdangan. Sudah 
tentu  dalam perkara kepaltan  dan perkara 
Penundaan Kewajban Pembayaran Utang 
yang selanjutnya dsebut (PKPU), phak 
termohon dberkan kesempatan untuk 
mengajukan perlawanan. Dalam praktk 
beracara d pengadlan Naga, terhadap 
permohonan palt dapat dtangks  atau 
dlawan dengan PKPU. Artnya dalam hal 
orang perorangan atau badan hukum hendak 
dpaltkan, debtor  dapat mengajukan 
ekseps terhadap permohonqan palt agar 
jangan dpaltkan.2 
Aturan Kepaltan telah memberkan 
ruang untuk debtur yang dmohonkan 
palt yang mempunya kesempatan untuk 
melakukan pengajuan PKPU dem untuk 
menunda terjadnya kepaltan sekalgus 
mengadakan restruktursas utang-
utangnya kepada kredtor. Ketentuan 
tentang dberkan perlndungan kepada 
debtor untuk mengajukan PKPU tertuang 
dalam (Pasal 222, Ayat 2 UU Kepaltan 
dan PKPU). Dengan demkan bahwa 
penundaan kewajban pembayaran utang 
(surseance van betaling) yang dmohonkan 
oleh debtur  melalu advokat   ke pengadlan 
naga tersebut pada umumnya dengan tujuan 
untuk mengajukan rencana perdamaan yang 
melput pembayaran seluruh  atau sebagan 
uangnya kepada kredtur konkuren, agar 
tdak terjad kepaltan. Namun hal tersebut 
tdak dlakukan oleh debtor dengan alasan 
kredtor telah melakukan wanprestas sesua 
dengan Surat Perntah Kerja (SPK) No. 
085/SPK/BKR-MEP/VIII/2008. Selan 
tu, juga karena alasan Termohon,  tdak 
mengajukan PKPU, karena Pemohon 
PT.KIM  ada dugaan telah melakukan 
keterangan palsu (penpuan-penpuan) pada 
saat pengajuan proses palt, sehngga PT 
KIM dlaporkan ke Polda Bal.    Dengan 
demkan, manakala debtur dmohonkan 
palt oleh kredtur sesungguhnya  Debtor 
(PT.DAB) mash memlk  upaya untuk 
keluar dar status palt, tanpa melhat apakah 
kredtor wanprestas atau dalam proses 
kepaltan ada dugaan pemalsuan surat-
surat atau penpuan-penpuan, karena dalam 
pemalsuan surat-surat masuk dalam ranah 
hukum pdana. Debtor  yang dmohonkan 
palt tangksannya  menurut hukum 
kepaltan adalah   dengan mengajukan 
permohonan PKPU. Melalu mekansme 
PKPU, debtor mempunya kesempatan 
untuk merestruktursas utangnya, sebaga 
upaya mencegah kepaltan. Menghadap 
permohonan kepaltan dar kredturnya, 
debtur pada waktu yang sama dapat 
mengajukan penangguhan  pembayaran 
sesua ketentuan pasal 246 UU Kepaltan. 
Penangguhan pembayaran n sebaga 
1 Salnan Putusan Nomor: 20/Palt/2011/PN. Naga.
Sby, passim. 
2 Syamsudn M, Snaga,2012,  Hukum Kepailitan 
Indonesia, PT Tata Nusa, Jakarta, hlm.281.
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perlawanan atas   permohonan kepaltan 
yang dajukan oleh kredturnya. Permohonan 
Penundaan Kewajba pembayaran  dar 
debtur tersebut dajukan pada waktu 
menjawab permohonan kepaltan.3
Debtor yang dmohonkan palt, 
secara hukum memperoleh Perlndungan 
hukum  terhadap kepaltan tercantum pada 
pasal 229 ayat (3) dan (4) datur tentang 
kedudukannya  yang lebh dpentngkan 
adalah terhadap permohonan PKPU darpada 
permohonan pernyataan Palt. Dalam pasal 
n dsebutkan bahwa  apabla permohonan 
PKPU dan kepaltan  bersamaa, maka yang 
dutamakan  dperka lebh dulu adalah 
PKPU. 
Dalam putusan palt Nomor. 20/
Pa l  t /2011/PN.Naga .Sby;Pemohon 
dsangkal telah melakukan wanprestas 
terhadap Termohon sehngga dtangks 
terjadnya konds Exceptio Non Adimpleti 
Contractus, yatu dalam doktrn n phak 
pemohon dan termohon sama-sama mmlk 
utang yang harus  dlaksanakan  dalam 
bentuk prestas, apabla pemohon tdak 
melaksanakan prestas, phak termohon 
palt dapat pula tdak melaksanakan 
prestas.4 Debtor dalam   cara mencegah 
Palt, salah satunya adalah  mengajukan 
Exceptio Non Adimpleti Contractus. Makna 
Ekseps n adalah bahwa pemohonan palt 
juga mempunya utang kepada termohon 
palt. Jad antara pemohon dan termohon 
palt salng  mempunya utang putang. 
3 Anton Suyatno, 2012, Pemanfaatan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai Upaya 
mencegah Kepailitan, Kencana, Jakarta, hlm.68.
4 Munr Fuady,2001, Hukum Kontrak (Dari sudut 
Pandang Hukum Bisnis), PT Ctra Adtya Bakt, 
Bandung, hlm.90. 
Dalam keadaan yang demkan  maka kedua 
utang tu dperjumpakan (set-off). Dalam 
konteks yang demkan, termohon Palt 
dapat mengajukan ekseps dengan dall 
bahwa pemohon palt juga mempunya 
utang kepada termohon palt. Oleh karena 
tu perlu dperjumpakan utang tersebut.5 
Demkan pula adanya kesepakatan 
baru, antara Termohon (PT.DAB) dengan 
pemohon (PT KIM) tertanggal 3 Jul 
2010, yang membatalkan atau mencabut 
kesefakatan yang dbuat rentang  2008-
sampa dengan sebelum tanggal 3 Jul 2010.
Demkan pula halnya tentang Somas 
yang dlayangkan oleh Pemohon palt 
kepada termohon palt sebelum dajukan 
permohonan kepaltan, memberkan peluang 
kepada Termohon palt untuk membatalkan 
perjanjan borongan “Surat Perntah Kerja 
No: 085/SPK/BKR-MRP/VIII/2008, tanggal 
5 Agustus 2008, ke pengadlan Neger 
Denpasar.    
Menurut Had Shuban,  utang dalam 
Kepaltan dan PKPU sebelum kredtor 
mengajukan permohonan palt  terhadap 
debtor, syarat materal yang harus dpenuh 
oleh kredtor adalah adanya utang yang 
telah jatuh tempo yang tdak dbayar yang 
dapat dtagh dan debtor  memlk setdak 
tdaknya dua kredtor.  Dengan jelas 
dsebutkan dalam hukum kepaltan bahwa 
konsep utang dmaksud mengacu kewajban 
d bdang bsns atau setdak-tdaknya 
menyangkut prhal kekayaan harta benda 
dengan berlandaskan pada ketdakmampuan 
debtor untuk  membayar kewajbannya. 
5 Syamsudn M.Snaga,2012, Hukum Kepailitan 
Indonesia,PT Tana Nusa, Jakarta, hlm.111.
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Untuk dapat dnyatakan palt, 
seorang debtor harus memenuh syarat 
sebaga berkut: a) Debtor mempunya 
dua atau lebh kredtur; Tdak membayar 
sedktnya satu utang jatuh waktu dan 
dapat dtagh; c) Atas permohonannya 
sendr maupun atas permntaan seorang 
atau lebh kredtornya. Ketentuan n hanya 
mengacu kepada kewajban dbdang bsns 
atau setedak-tdaknya menyangkut prhal 
kekayaan harta benda  dengan berlandaskan 
ketdakmampuan debtor untuk membayar 
kewajbannya kepada kredtor, bukan 
ketdakmauan  karena alasan  wanprestas 
dan dugaan pemalsuan surat-surat, penpuan 
dan penggelapan atau  kompekstas atau 
perkara tdak sumr. Ketentuan n tdak 
menynggung kebangkrutan sebaga alasan 
debtur tdak membayar utang, mengngat 
pengertan “tdak membayar” dapat berart 
tdak dapat membayar atau tdak mau 
membayar.6  Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat 
(1), tdak djelaskan mengena maksud dar 
frase “tdak membayar utang” tersebut, 
sehngga dengan demkan ketentuan pasal 
2, Ayat (1) mengandung norma kabur yang 
dapat menmbulkan kerancuan dalam menla 
keadaan debtur mana yang seharusnya 
dajukan permohonan pernyataan palt.7
Berkatan dengan hal tersebut d atas, 
manakala debtur dmohonkan palt oleh 
kredtornya, Debtor  dapat mengajukan 
penundaan kewajban pembayaran utang ke 
pengadlan naga, apabla tdak dapat atau 
memperkrakan bahwa a tdak akan dapat 
melanjutkan membayar utang-utangnya 
yang sudah jatuh waktu sebaga reaks 
atas permohonan palt yang dajukan oleh 
(para) kredtornya (Pasal 222, Ayat 2 UU 
K dan PKPU). Dengan demkan bahwa 
penundaan kewajban pembayaran utang 
(surseance van betaling) yang dmohonkan 
oleh debtur  melalu advokat   ke pengadlan 
naga tersebut pada umumnya dengan tujuan 
untuk mengajukan rencana perdamaan yang 
melput pembayaran seluruh  atau sebagan 
uangnya kepada kredtur konkuren, agar tdak 
terjad kepaltan. Oleh karena tu dengan 
pertmbangan bahwa mencegah terjadnya 
kepaltan  dapat menguntungkan banyak 
phak, bak karyawan, ranta usaha (business 
chain), pemegang saham (shareholder) 
maupun kredtur yang akan terbayar 
utangnya, maka PKPU  dtempatkan pada 
rankng pertama dalam penetapan putusan 
apabla beberapa perkara dajukan secara 
bersama-sama. Hal n berart bahwa secara 
mperatf pengadlan harus mengabulkan 
penundaan “sementara” kewajban 
pembayaran utang (vde pasal 225 ayat 2 
UU K dan PKPU).8 Dalam PKPU, seorang 
debtor yang bertkad  bak, mash memlk 
hak untuk mengajukan PKPU, sebelum 
ducapkan Putusan Pernyataan Palt oleh 
Majels hakm.
6 Man S. Sastrawdjaja, 2010, Hukum Kepailitan dan 
Penundaan kewajiban pembayaran Utang, Alumn, 
Bandung, hlm.80.
7 Lhat Pula,  Samul Kurnawan Nyoman, 2013, 
“Kepailitan Yang bermula dari keadaan  Exceptio 
inadimpleti Contractus (Alanisis terhadap Putusan 
Pernyataan pailit dalam Perspektif Hukum Perjanjian 
dan Kepailitan)”, Dalam Tess yang belum dterbtkan, 
Denpasar, Program Stud Magster (S2) lmu hukum 
Program Pasca Sarjana Unverstas Udayana, 
Denpasar, hlm.3. 8 Anton Suyatno, R, 2012, op.cit.,  hlm.5.
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Debtor palt kehlangan haknya 
untuk melakukan PKPU manakala Debtor 
dpaltkan walupun a menangks dengan 
wanprestas dan dugaan penpuan-penpuan.
2.Rumusan Masalah.
 Berdasarkan uraan dan latar 
belakang tersebut d atas, dapat drumuskan 
permasalahan sebaga berkut:
a. Bagamana upaya PKPU dalam 
mekansme kepaltan?
b. Bagamana perlndungan hukum 
debtor dalam proses kepaltan?
3. Tujuan penelitian:  
a) Untuk mengenalss  Upaya hukum 
debtor yang dmohonkan palt oleh kredtor 
serta debtor yang tdak mengajukan 
Penundaan Kewajban Pembayaran Utang; b) 
Mengenals, memaham dan mendskrpskan 
perlndungan hukum debtor dalam proses 
kepaltan. 
II.  Metode Penelitian.
Peneltan n menggunakan metode 
peneltan hukum normatve dengan 
pendekatan hstors, pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan 
konseptual (Conceptual approach), dan 
pendekatan analss selanjutnya analss yang 
dlakukan  dengan deskrps dan evaluas 
analss.
III.  HASIL DAN PEMBAHASAN.
3.1. Upaya PKPU Dalam Proses 
Kepailitan.
Pada kasus poss bahwa PT Karsa 
Industama Mandr (Pemohon Palt) dengan 
PT Dwmas Andalan Bal pengelola Bal 
Kuta Resden (Termohon Palt) yang 
dkabulkan oleh Pengadlan Naga Surabaya 
dengan putusan Nomor: 20/Palt/2011/
PN. Naga. Sby. Dalam proses kepaltan 
adanya manfaat PKPU sebagau upaya dalam 
mencegah untuk terlaksananya kepaltan 
adalah suatu hak yang dberkan kepada 
debtor untuk mengajukan PKPU. Undang-
Undang kepaltan dan PKPU Nomor: 37 
Tahun 2004, telah memberkan ruang untuk 
mencegah terjadnya kepaltan  asalkan 
debtor mempunya tkad bak dalam 
proses untuk mengajukan PKPU.  Debtor 
tdak melakukan PKPU, karena kredtor 
(PT KIM) dduga oleh Termohon Palt 
telah melakukan wanprestas dan penpuan-
penpuan. Atas dasar tu, Termohon palt 
tetap pada pendrannya untuk melakukan 
upaya hukum kasas dan Pennjauan 
Kembal. Selan tu, Termohon Palt 
telah mengajukan perdamaan terhadap 
Kredtor-kredtor lannya. Namun dalam 
pertmbangan Hakm, Termohon kelru 
dalam mengajukan Perdamaan terhadap 
kredtot-kredtornya dalam proses kepaltan, 
tdak ada perdamaan yang dapat dlakukan 
sebelum ada putusan, yang dmungknkan 
adalah phak Termohon untuk menghndar 
putusan Palt, lalu pada kesempatan pertama 
mengajukan penawaran perdamaan dengan 
cara mengajukan PKPU, dengan prnsp 
bahwa penawaran perdamaan dtujukan 
kepada/untuk seluruh kredtor, dan bukan 
hanya kredtor yang dcantumkan namaya 
dalam surat permohonan pernyataan palt.9 
Pendapat majels hakm Pengadlan Nga 
Surabaya n berkatan dengan Termohon 
tdak ada utang yang jatuh waktu KL-1 dan 
9 Putusan Palt Nomor 20/Palt/2011/PN.Naga.Sby, 
hlm.38.
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KL-II dengan Termohon, namun bla melhat 
pada kwtans  yang dbuat  oleh KL-I, 
maka tampak pembayaran utang Termohon 
dlakukan  saat proses  Permohonan palt 
n sedang berlangsung, dan kesepakatan 
dama antara Termohon dengan KL-II 
dlaksanakan juga setelah proses kepaltan 
tu berlangsung.10 
Menurut Syamsudn M. Snaga, 
alasan untuk mencegah kepaltan adalah 
dengan mengajukan permohonan PKPU, 
sebaga jawaban, tanggapan, tangksan 
atau counter terhadap permohonan palt.11 
Dengan demkan, menangks kepaltan 
berupa pengajuan Penundaan kewajban 
pembayaran Utang (PKPU) merupakan 
salah satu solus dalam kepaltan dengan 
melakukan restruktursas utang.12
 PKPU dalam UU Kepaltan 
belum memberkan kesempatan yang luas 
bag debtor untuk memperbak knerja 
perusahaan. Hal n dapat dlhat dalam 
pemberan waktu yang relatve sngkat bag 
debtor untuk melakukan perbakan  bag 
perusahaannya,13 domnas kredtor dalam 
menentukan rencana perdamaan,14 dan 
adanya keterbatasan  kewenangan yang 
dmlk oleh debtor untuk terus mengelola 
perusahaan  yang harus dlakukannya 
bersama dengan pengurus.15 
Lembaga PKPU menjad tdak 
bermakna dalam penyelesaan utang, 
dakbatkan karena kasus kepaltan yang 
dmohonkan oleh kredtor mengandung 
wanprestas yang complicated (tdak 
sederhana), bahkan ada dugaan-dugaan 
mengandung penpuan-penpuan dalam 
penyelesaan borongan mekankal dan 
elektrkal. Oleh karena tu, phak Termohon 
(Debtor)16 tdak mengajukan perdamaan, 
sehngga Hakm Pengawas telah menetapkan 
Palt dalam keadaan Insolvens.
Apabla debtor melakukan PKPU, 
akbat hukum dalam PKPU adalah debtor 
akan kehlangan ndependensnya. Berbeda 
dengan proses kepaltan  d mana phak 
debtor  palt sama sekal  tdak berwenang 
untuk  mengurus harta bendanya  dan 
kewenangan tersebut  d ambl alh  oleh phak 
curator, tetap dakam hal  PKPU, debtor 
mash tetap berwenang  untuk mengurus harta 
palt. Bahkan, banyak  hal, nsatf untuk 
mengurus  harta, sepert untuk memnjam 
uang , mengalhkan harta, dan sebaganya 
tetap berada d tangan phak debtor. 
Malahan juga usaha debtor tetap berjalan. 
10 Ibid. 
11 Syamsudn M. Snaga, 2012, Hukum Kepailitan 
Indonesia, PT, Tatanusa, Jakarta, hlm.111.
12 Suapst darmawan N Ketut (Dkk), Op. Ct., hlm.3.
13 Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 tahun 
2004. 
14 Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. 
15 Pasal 240 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. 
16 Dalam Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 103 PK/
Pdt.Sus-Palt/2013, memerksa Perkara Perdata khusus 
permohonan pernyataan palt pada pemerksaan 
pennjauan kembal telah memutuskan sebaga berkut 
dalam perkara antara, Kepala Kepolsan Daerah Bal 
Cq. Drektur Reserse Krmnal Umum (Dt Reskrmum) 
Polda Bal, sebga Pemohon Pennjauan Kembal 
dahulu turut Terlawan terhadap PT Karsa Industama 
Mandr, sebaga Termohon Pennjauan Kembal 
dahulu Pelawan; dan PT Dwmandalan Bal (dalam 
palt) sebaga turut Termohon pennjauan Kembal 
dahulu Terlawan. Bahwa dalam rapat kredtur phak 
Terlawan tdak mengajukan rencana perdamaan, 
sehngga hakm pengawas telah menetapkan  Harta 
Debtor palt dalam keadaan Insolvens, sesua dengan 
penetapan Hakm Pengawas per-tanggal 30 September 
2011 (bukt P-3), hlm.2.    
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Hanya saja dalam bertndak, khususnya yang 
menyangkut dengan kepengurusan  atau 
pemndahan hak  atas harta kekayaannya , 
phak debtor  tdak lag  ndependen sepert 
sebelum penundaan  kewajban pembayaran 
utang. Sebab dalam bertndak tersebut, phak 
debtor harus  selalu ddampng oleh phak 
pengurus. Dapat dkatakan bahwa  antara 
phak pengurus  dan phak debtor bertndak 
sebaga “kembar sam” atau  dwtunggal.
Dalam hal kasus kepaltan Nomor 20/
Palt/2011/PN.Naga. Sby, sebelum kredtor 
(PT. Karsa Industama Mandr) mengajukan 
permohonan palt ke debtor (PT Dwmas 
Andalan Bal), supaya mengedepankan asas 
keadlan dalam menyelesakan persoalan 
utang-putangnya dengan debtor sebelum 
memutus untuk mempergunakan pranata 
kepaltan.17
Bentangan tentang teor keadlan  yang 
dkatkan dengan konseps hukum memang 
tdak tunggal. John Rawls menyampakan 
bahwa peran keadlan sebaga kebajkan 
utama dalam nsttus socal. Sebagamana 
kebenaran dalam system pemkran. 
Demkan tentang keadlan, bsa saja ketka 
dbuat suatu Undang-undang dan dsahkan 
saat  tu danggap benar, setelah berjalannya 
waktu terjad perubahan pemkran karena 
ada beberapa pasal yang tdak sesua dengan 
perkembangan ekonom, socal dan yurds 
serta perkembangan pemkran masyarakat. 
Oleh karena tu semestnya dreformas atau 
dhapuskan jka tdak adl.18  Berdasarkan 
teor hukum alam , hakekat hukum adalah 
adl, sehngga hukum tu haruslah adl. 
Keadlan adalah suatu keadaan yang 
mencermnkan adanya keserasan antara 
hukum yang dcta-ctakan dengan hukum 
yang berlaku.19 Keadlan sendr merupakan 
salah satu tujuan hukum yang utama, selan 
kapastan  hukum dan juga kemanfaatan.20
Menurut St Ansah persyaratan 
permohonan Pernyataan Palt  memudahkan 
paltnya debtor.21 Perubahan terhadap 
pernyataan palt dapat dlhat dar 
Faillissmentsverordening sampa dengan 
dengan UU No. 37 Tahun 2004. Terjadnya 
kekaburan norma karena substans pasal-
pasal yang tdak tegas, dan terjadnya 
multtafsr yang berkatan dengan 
permohonan palt.  Perubahan perubahan 
tu dapat dlhat dar pengertan utang, 
pengertan berhent membayar, jatuh tempo 
dan dapat dtagh, kredtor dan debtor yang 
mengajukan permohonan pernyataan palt; 
serta pembuktan sederhana sebaga dasar 
putusan pernyataan palt.22 Aturan tdak 
pantas menjad sebuah hukum, apabla tdak 
adl.23 
Dalam UU Kepaltan dan PKPU 
Nomor 37 Tahun 2004, kredtor dapat pula 
menggunakan  mekansme PKPU terlebh 
dahulu sebelum mengambl tndakan hukum 
17 Supast Darmawan N Ketut, dkk, op.cit., hlm.41. 
18 John Rawls, 2006,  A Theory of Justice, Teori keadilan, 
Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan 
Kesejahtraan Sosial dalam Negara, Yogyakarta, 
Pustaka pelajar, hlm.3-4.
20 Dardj Darmodharjo dan Shdarta, 2004, Pokok-pokok 
Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum 
Indonesia, PT Grameda Pustaka Utama, Jakarta, 
hlm.154. 
21 St Ansah, 2008, Perlindungan Kepentingan Kreditor 
dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, 
Total Meda, Yogyakarta, hlm.43.
22  Ibid.
23 Bernarrd L. Tanya, Dkk, 2010, Teori Hukum Strategi 
Trrtib manusia Lintas Ruang dan generasi,Genta 
Publsng, Yogyakarta, hlm.130.
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mengajukan permohonan pernyataan palt 
bag debtornya.24 Permohonan palt yang 
dajukan oleh kredtor PT Karsa Industama 
Mandr kepada Debtor PT Dwmas Andalan 
Bal, bahwa phak Termohon tdak memlk 
utang yang jatuh tempo dan dapat dtagh  oleh 
phak pemohon, sebalknya phak pemohon 
telah melakukan wanprestas dan penpuan-
penpuan terhadap phak termohon; karenanya 
phak Termohon mengajukan exception non 
adimpleti contractus.25 Menurut M  Snaga 
mantan hakm Naga, makna  exception non 
adimpleti contractus bahwa pemohon palt 
juga mempunya utang kepada termohon 
palt. Jad  antara pemohon dan termohon 
palt salng mempunya utang putang. 
Dalam keadaan yang demkan maka kedua 
utang tu dperjumpakan (set-off). Dalam 
konteks yang demkan, termohon palt 
dapat mengajukan  ekseps dengan dall 
bahwa pemohon palt juga mempunya 
utang kepada termohon palt, sehnnga perlu 
dperjumpakan utang tersebut.26 Perjumpaan 
utang atau kompensas (set-off) adalah suatu 
perstwa hukum yang terjad dem hukum d 
antara orang yang mempunya utang maupun 
putang dengan Debtor Palt sebelum 
putusan palt ducapkan. Perjumpaan utang 
terjad dem hukum sesua dengan asas Ipso 
Iure Compensatur.27
Dalam proses  kepaltan antara 
Pemohon (PT Karsa Industama Mandr) 
melawan PT Dwmas Andalan Bal 
(Termohon), adanya selsh pendapat tentang 
pelaksanaan kontrak kerja, yatu pemohon 
telah melakukan wanprestas dan dugaan 
penpuan-penpuan. Menurut Termohon, 
bahwa sama sekal tdak mempunya 
kewajban  yang jatuh tempo dan dapat 
dtagh oleh phak pemohon, karena hngga 
saat n, phak pemohon telah lala melakukan 
kewajbannya terhadap phak Termohon 
sehngga saat n kewajban phak Termohon 
sehngga saat n kewajban phak Termohon 
belum terbt (secara sederhana dapat 
dkatakan bahwa tdak ada utang/kewajban 
yang jatuh tempo dan dapat dtagh).28
 Dalam analss n dapat dpergunakan 
teor pernyataan , apa yang dnyatakan 
tulah yang obyektf dan berlaku dengan 
kata lan dalam suatu perjanjan sehngga 
apa yang dkehendak dan dnyatakan  tu 
yang berlaku.29 Menurut Termohon Palt 
(PT DAB) berdasarkan Surat Perntah Kerja 
(SPK) No. 085/SPK/BKR-MEP/VIII/2008 
tertanggal 5 Agustus 2008. Bahwa menurut 
Termohon, Pemohon dalam mengerjakan 
pekerjaan telah menurunkan spesifikasi 
barang yang telah dsefakat dalam Bll 
of Quantty (BQ) tanpa sezng ataupun 
sepengetahuan Termohon.30  
3.2.  Perlindungan Hukum Debitor 
Dalam Proses Kepailitan.
Undang-Undang Kepaltan belum 
memberkan perlndungan kepada debtor, 
karena persyaratan permohonan pernyataan 
palt memudahkan  debtor dnyatakan 
24 Ibid. 
25 Jawaban Termohon dalam Putusan No.20/Palt/2011/
PN.Naga.Sbya, hlm.8.
26 Syamsudn M.Snaga,2012, Hukum Kepailitan 
Indonesia, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm.111. 
27  Ibd., hlm.121.
28 Ibid. 
29 Munr Fuady, (2001), Op. cit., hlm.47.
30 Putusan Nomor 20/Palt/2011/PN.Naga.Sby, hlm.10.
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palt, walaupun sebenarnya  debtor dalam 
keadaan solven.31 Hal n terjad karena 
Undang-Undang Kepaltan Indonesa 
tidak berdasarkan filosofi yang melindungi 
kepentngan debtor solven namun 
mengalam kesultan keuangan untuk terus 
melangsungkan kegatan usahanya.32
 Debtor dalam proses kepaltan 
memerlukan perlndungan hukum dan 
kepastan hukum. Perlndungan hukum 
menjad kewajban suatu negara, dan 
perlndungan hukum merupakan hak 
warganegara. Perlndungan hukum sebaga 
kumpulan peraturan atau kadah yang akan 
dapat melndung suatu hal dar hal lannya. 
Perlndungan hukum terhadap debtor, berart 
hukum memberkan perlndungan, sehngga 
persyaratan permohonan pernyataan palt 
“tdak” memudahkan paltnya debtor.33 
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1), 
Undang-Undanag No. 37 Tahun 2004 tentang 
Kepaltan dan Kewajban Pembayaran Utang 
yang selanjutnya dsebut UU K dan PKPU. 
Permohonan pernyataan palt dapat dajukan 
terhadap debtor yang mempunya dua  atau 
lebh kredtor dan tdak membayar lunas 
sedktnya satu utang yang telah jatuh waktu 
dan dapat dtagh, dnyatakan palt dengan 
putusan pengadlan. Ketentuan n hanya 
mengacu kepada kewajban dbdang bsns 
atau setedak-tdaknya menyangkut prhal 
kekayaan harta benda  dengan berlandaskan 
ketdakmampuan debtor untuk membayar 
kewajbannya kepada kredtor, bukan 
ketdakmauan  karena alasan  wanprestas 
dan dugaan pemalsuan surat-surat, penpuan 
dan penggelapan atau  komplekstas atau 
perkara tdak sumr. Ketentuan n tdak 
menynggung kebangkrutan sebaga alasan 
debtur tdak membayar utang, mengngat 
pengertan “tdak membayar” dapat berart 
tdak dapat membayar atau tdak mau 
membayar.34  Dalam penjelasan Pasal 2 
Ayat (1), tdak djelaskan mengena maksud 
dar frase “tdak membayar utang” tersebut, 
sehngga dengan demkan ketentuan pasal 
2, Ayat (1) mengandung norma kabur yang 
dapat menmbulkan kerancuan dalam menla 
keadaan debtur mana yang seharusnya 
dajukan permohonan pernyataan palt.35
Untuk tu perlu penerapan 
beberapa ketentuan kepaltan yang telah 
dkembangkan d negara-negara lan 
barangkal perlu dlakukan oleh Indonesa, 
berdasarkan pemkran St Ansah: pertama, 
tujuan dalam hukum kepaltan seharusnya 
termasuk menngkatkan nla perusahaan 
atau setdaknya mempertahannkannya, dan 
tdak melkudas perusahaan yang mash 
memlk kemempuan untuk membayar 
kewajbannya, Kedua, tujuan kepaltan 
melndung para phak yang tdak dapat 
melndung dr mereka sendr, mmelalu 
pemberan keleluasaan bag debtor untuk 
emperbak knerja perusahaan. Ketga, 
pemberan kesempatan bag debtor yang 
tdak dapat membayar utangnya untuk 
membuat suatu fresh start free dar semua 
utang yang membeban, asal saja debtor 
tdak melakukan perbuatan yang tdak jujur 
31 Lhat syarat pernyataan palt dalam Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. 
32 St Ansah, Op.Cit., hlm.419.
33 Cf. St Ansah, 2008, op.cit., hlm..43.
34 Lhat Man S. Sastrawdjaja, 2010, op.cit., hlm.80. 
35 Samul Kurnawan Nyoman, 2013,  op.cit., hlm.3
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atau perbuatan tdak patut lannya yang 
berkatan dengan masalah keuangan.36
Berdasarkan analss penuls bahwa, 
UU Kepaltan pada masa yang akan datang 
memerlukan adanya insolvency test. Adapun 
alasannya: Pertama untuk mencegah debtor 
yang asetnya lebh banyak dbandngkan 
dengan utangnya dnyatakan palt oleh 
pengadlan. Seseorang danggap solven 
jka dan hanya jka orang tersebut dapat 
melunas utangnya yang telah jatuh waktu 
dan dapat dtagh. Debtor juga danggap 
solven apabla aset debtor tdak melebh 
utangnya. Sebalknya, seseorang yang tdak 
dapat membayar utangnya yang telah jatuh 
waktu  dan dapat dtagh  dsebut dengan 
nsolven. Secara gars besar terdapat tga 
financial ”test” untuk menentukan nsolvens. 
Pertama, “balance-sheet test”. Kedua, “cash 
flow test” atau dsebut juga dengan  equity 
test. Ketga, analss transaksonal. Analss 
transaksonal berlaku ketka perusahaan 
melakukan transaks yang mengakbatkan 
permodalan perusahaan berkurang secara 
tdak rasonal, dan perusahaan menhadap 
rsko nsolvens yang tdak dapat dterma 
oleh akal sehat. Ketka hal tu terjad, 
maka berdasarkan analss transaksonal 
perusahaan telah  memasuk zona nsolvens. 
Meskipun terdapat tiga  financial test, namun 
secara umum lebh banyak dgunakan dua 
tes, yatu  balance sheet test dan equity atau 
cash flow test.37 
Kedua, pengertan yang luas dalam 
UU Nomor 37 Tahun 2004 memerlukan 
pembuktan yang sederhana. Dalam 
praktk pengertan sederhana dalam UU 
No 37 Tahun 2004 tentang Kepaltan dan 
PKPU djadkan alasan untuk menolak 
permohonan pernyataan palt oleh hakm 
pengadlan naga dengan alasan permohonan 
pernyataan palt  yang dajukan memerlukan 
pembuktan yang tdak sederhana. Hal n 
semakn mempertegas  bahwa permohonan 
pernyataan palt yang mensyaratkan 
dalam art luas tdak dapat dselesakan 
melalu mekansme pembuktan sederhana. 
Demkan pula terhadap ketentuan-ketentuan 
lan sepert actio paulana, pembuktan 
kreditor fiktif, dan gugatan terhadap direksi 
yang menyebabkan perseroan palt karena 
kelalaan atau kesalahannya, serta maupun 
penyalah gunaan wewenang oleh pemegang 
saham, pembuktannyapun tdak sederhana. 
Demkan halnya dengan, kredtor yang 
melakukan wanprestasdan dugan penpuan-
penpuan sepert dalam kasus kepaltan 
PT DAB yang dmohonkan palt oleh PT 
Industama Karsa Mandr, dar putusan 
Nomor: 20/Palt/PN.Naga.Sby. Untuk tu 
insolvensy test adalah alternatf yang tepat 
untuk menggantkan pembuktan yang 
sederhana dalam menentukan apakah debtor 
dapat dnyatakan palt atau tdak. Ketka 
debtor mengajukan drnya atau dajukan 
phak lan untuk dnyatakan palt ke 
pengadlan Naga, maka pada saat tu hakm 
pengadlan naga menetapkan dmulanya 
insolvensy test.38
Dalam konteks peneltan n, teor 
kepastan hukum   tdak hanya merupakan 
pasal-pasal dalam Undang-Undang 
semestnya dkatkan dengan konsstens 
putusan hakm yang satu dengan putusan 
36 St Ansah, 2008, Perlindungan----, op.cit., hlm. 420.
37 St Ansah, 2008, op.ct., hlm.421. 38 Ibd., hlm.422.
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hakm lannya  dalam kasus yang serupa 
yang telah dputuskan. 39 Tampaknya, teor 
kepastan hukum dalam kasus permohonan 
palt dar kredtor, tdak drespons oleh 
debtor, karena kredtor telah dduga 
sebaga  pemohon palt telah melakukan 
wanprestas dan dugaan penpuan penpuan 
terhadap phak termohon,40 karenanya 
phak  Termohon mengajukan Exceptio non 
adimpleti contractus.41 Phak Termohon 
(Debtor) tdak mengajukan Penundaan 
kewajban pembayaran utang atau PKPU 
sesua dengan Undang-undang Nomor 37 
Tahun 2004, Pasal 222 ayat (2, )  karena 
kepastan hukum tentang terjad wanprestas 
dan dugaan tndak pdana yang memerlukan 
pengujan d pengadlan. 
D ss lan, perlndungan terhadap 
kepentngan kredtor  semakn bertambah 
tegas dalam UU No. 37 Tahun 2004. 
Sebelum tupun, secara substantb bak 
faillssementsverordening maupun UU 
Nomor 4 Tahun 1998 adalah pro terhadap 
kepentngan kredtor.42   Pasal 222, Ayat 
(1, 2) UU No.37 Tahun 2004 Tentang K & 
PKPU, tdak bermakna dan tdak mempunya 
art bag debtor, Kredtor telah melakukan 
wanprestas dalam Kontrek kerja, dan 
adanya dugaan penpuan-penpuan  (Hal n 
terkat dengan perjanjan dalam bentuk Surat 
Perntah Kerja (SPK) Nomor: 085/SPK/
BKR-MEP/VIII/2008 tertanggal 5 Agustus 
2008 tdak dlaksanakan secara sempurna 
oleh kredtor (pemohon palt).43
3.3.  Analisis Kasus
Dalam hal kasus kepaltan Nomor 20/
Palt/2011/PN.Naga. Sby, sebelum kredtor 
(PT. Karsa Industama Mandr) mengajukan 
permohonan palt ke debtor (PT Dwmas 
Andalan Bal), supaya mengedepankan asas 
keadlan dalam menyelesakan persoalan 
utang-putangnya dengan debtor sebelum 
memutus untuk mempergunakan pranata 
kepaltan. Dalam memaham asas keadlan, 
tdak hanya dartkan  keadlan semata-
mata  dar tdak terbayarnya putang dar 
kredtor, banyak persoalan yang ada dalam 
proses kepaltan yang semestnya harus 
dpertmbangakan oleh hakm secara 
berkeadlan sebelum memutus suatu perkara 
kepaltan. Semestnya majels hakm 
mempertmbangkan bahwa termohon palt 
telah mangajukan tangksan bahwa pemohon 
palt (PT KIM) telah wanprestas, dan 
melakukan penpuan-penpuan, sehngga 
majels hakm bsa dengan tepat menelt, 
mengkaj, kasus permohonan n dengan 
tepat, adl berdasarkan fakta hukum sepert 
dapat mempertmbangkan “tdak dapat 
menerma permohonan palt” atau kata lan 
“dapat menolak permohonan palt”. 
Permohonan palt yang dajukan 
oleh kredtor PT Karsa Industama Mandr 
kepada Debtor PT Dwmas Andalan Bal, 
bahwa phak Termohon tdak memlk utang 
yang jatuh tempo dan dapat dtagh  oleh 
phak pemohon, sebalknya phak pemohon 
telah melakukan wanprestas dan penpuan-
39 Peter Mahmud Marzuk, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, 
Kencana, Jakarta, hlm.136-137. 
40 Putusan Nomor : 20/Palt/2011/PN.Naga.Sby, hlm.8.
41 Ibid.
42 St Ansah, op. ct., hlm.497.
43 Putusan  Nomor 20/Palt/2011.PN.Naga.Sby., 
hlm.8-11. Tangksan Termohon Palt bahwa tdak 
dlaksanakan perjanjan secara sempurna, demkan 
pula Surat Perjanjan Pengakuan Utang Nomor 002/
SPPH/KIM-BKR/III/2009, merupakan rekaptulas 
fiktif belaka.  
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penpuan terhadap phak termohon; karenanya 
phak Termohon mengajukan exception non 
adimpleti contractus.44 Menurut M  Snaga 
mantan hakm Naga, makna  exception non 
adimpleti contractus bahwa pemohon palt 
juga mempunya utang kepada termohon 
palt. Jad  antara pemohon dan termohon 
palt salng mempunya utang putang. 
Dalam keadaan yang demkan maka kedua 
utang tu dperjumpakan (set-off). Dalam 
konteks yang demkan, termohon palt 
dapat mengajukan  ekseps dengan dall 
bahwa pemohon palt juga mempunya 
utang kepada termohon palt, sehnnga perlu 
dperjumpakan utang tersebut.45 Perjumpaan 
utang atau kompensas (set-off) adalah suatu 
perstwa hukum yang terjad dem hukum d 
antara orang yang mempunya utang maupun 
putang dengan Debtor Palt sebelum 
putusan palt ducapkan. Perjumpaan utang 
terjad dem hukum sesua dengan asas Ipso 
Iure Compensatur.46 Setelah putusan palt 
ducapkan, semua utang putang tdak dapat 
dperjumpakan (vde Pasal 51 ayat (1) UU 
Nomor 37 Tahun 2004 tentang K & PKPU).
Menurut Syamsudn M Snaga, alasan 
untuk mencegah kepaltan adalah dengan 
mengajukan permohonan PKPU, sebaga 
jawaban,tanggapan, tangksan atau counter 
terhadap permohonan palt.47 
Alasan lan mengapa Debtor tdak 
mengajukan PKPU adalah karena Pemohon 
Palt dduga telah melakukan tndak 
pdana pemalsuan surat dan menempatkan 
keterangan palsu yang  dlaporkan ke 
Polda Bal pada tanggal 26 Maret 2012, 
sesua dengan laporan pols Nomor LP/92/
III/2012 Bal/Dt. Reskrmum.48 Pendapat 
hakm, bahwa pada dasarnya Terlawan (PT. 
Dmas Andalan Bal) ngn menggunakan 
berbaga alasan  dan cara untuk menghalang 
dan atau untuk menggugurkan kepaltan 
tersebut sehngga pada tanggal 26 Maret, 
membuat laporan Pdana pemalsuan surat 
dan menempatkan keterangan palsu  d 
Kepolsan Daerah Bal, sesua dengan 
laporan Pols Nomor LP/92/III/2012/Bal/
Dt.Reskrmum.49 
 Seyogyanya hakm dapat 
memperjumpakan utang-putang sebelum 
memutus sdang kepaltan dengan putusan 
Palt, Selan tu, berdasarakan Pasal 8 ayat 
(4) Permohonan pernyataan Palt harus 
dkabulkan apabla  terdapat fakta atau 
keadaan yang terbukt  secara sederhana 
bahwa persyaratan  untuk dnyatakan palt 
sebagamana dmaksud Pasal 2 Ayat (1) UU 
Kepaltan dan PKPU Nomor; 37 Tahun 
2004. Dalam hal n, pemohon Palt telah 
Wanprestas sehngga dajukan Exceptio 
non Adimpleti contractus50  serta ada dugaan 
terjadnya penpuan-penpuan dalam proses 
perkara kepaltan. Menurut penuls perkara 
kepaltan Nomor 20/|Palt/2011/PN.Naga.
Sby adalah “complicated” (tdak sederhana). 
Menurut Termohon, bahwa sama sekal tdak 
mempunya kewajban  yang jatuh tempo 
dan dapat dtagh oleh phak pemohon, 
44 Jawaban Termohon dalam Putusan No.20/Palt/2011/
PN.Naga.Sbya, hlm.8. 
45 Syamsudn M.Snaga,2012, Hukum Kepailitan 
Indonesia, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm.111. 
46 Ibid., hlm.121.
47 Ibid. hlm.111.
48 Lhat Putusan Nomor: 103 PK/Pdt.Sus-Palt/2013, 
hlm.3. 
49 Ibid. 
50 Putusan Pengadlan Naga Nomor: 20/Palt/2011/
PN.Naga.Sby, hlm.17.
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karena hngga saat n, phak pemohon telah 
lala melakukan kewajbannya terhadap 
phak Termohon sehngga saat n kewajban 
phak Termohon sehngga saat n kewajban 
phak Termohon  belum terbt (secara 
sederhana dapat dkatakan bahwa tdak ada 
utang/kewajban yang jatuh tempo dan dapat 
dtagh).51
IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan 
1. Mekansme dalam kepaltan debtor 
mempunya hak untuk mengajukan 
PKPU sesua dengan Pasal 222 Ayat 
(2) UUK & PKPU, dengan melakukan 
perdamaan dengan seluruh kredtornya 
dan melakukan restruktursas utang. 
Oleh Debtor, hal n tdak dlakukan 
karena kredtor (PT KIM) pemohon 
palt telah melakukan wanprestas 
dalam kontrak kerja dan dugaan 
melakukan penpuan-penpuan. Adaya 
dugaan Kredtor  melakukan penpuan-
penpuan dan pemalsuan surat-surat 
oleh kredtor, sehngga  dlaporkan ke 
Polda Bal. Kemudan  pertmbangan 
hakm bahwa dalam proses kepaltan, 
tdak ada perdamaan yang dapat 
dlakukan sebelum ada putusan, yang 
dmungknkan adalah phak Temohon 
untuk menghndar pernyataan palt. 
Semestnya Termohon palt pada 
kesempatan pertama mengajukan 
penawaran perdamaan dengan cara 
mengajukan PKPU, dengan prnsp 
bahwa penawaran perdamaan 
dtujukan kepada  seluruh kredtor. 
Selan tu, pendapat  Majels hakm 
mempaltkan Debtor (PT Dwmas 
Andalan Bal) adalah Termohon palt 
ngn mempergunakan berbaga alasan 
dan cara untuk menghalang dan /atau 
untuk menggugurkan kepaltan. 
2. Dalam  hukum kepaltan Indonesa, 
debtor sangat rentan dmohonkan palt 
sebaga alat untuk menagh utang oleh 
kredtor-kredtornya. Undang-undang 
Kepailitan tidak berdasarkan filosofi 
yang melndung kepentngan debtor 
solven, namun mengalam kesultan 
keuangan  untuk terus melangsungkan 
kegatan usahanya. UU Kepaltan 
dapat menjad alat socal poltk, dan 
kebjakan ekonom dan tdak hanya 
untuk menyelesakan masalah utang-
putang antara debtor dan kredtor 
serta membag harta palt kepada para 
kredtor. Debtor seharusnya dberkan 
kewenangan  penuh untuk tetap 
menguasa perusahaan selama  PKPU 
berlangsung. Pengangkatan pengurus 
yang professonal baru dlakukan oleh 
pengadlan Naga apabla terbukt 
debtor tdak mampu melaksanakan 
pengurusan terhadap perusahaannya 
dengan bak. 
2. Saran
1. Berkenaan dengan tdak bermaknanya 
PKPU dalam proses kepaltan yang 
mengandung wanprestas dan dugaan 
penpuan-penpuan perlu adanya 
pertmbangan yang holstc dan 
komprehensf dalam menegakkan 
keadlan dan kepastan hukum 51 Ibid.
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sebelum mengambl putusan palt, 
perlu kranya memperhatkan berbaga 
aspek dalam penerapannya maka 
PKPU dan kepaltan dalam hal adanya 
persoalan perdata dan pdana dalam 
kepaltan hakm harus Dharapkan 
Majels hakm dapat menerapkan 
hukum kepaltan dengan memlah dan 
memlh secara jelas perkara-perkara 
mana yang dselesakan dengan hukum 
kepaltan, karena kepaltan berkatan 
dengan ultimum remedium. 
2. Perlu adanya revs UU kepaltan yang 
berkatan dengan debtor solven dan 
perlu adanya perlndungan terhadap 
debtor yang bertkad bak serta 
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